Menimbang

SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa guna menjamin konsistensi antara
perencanaan,dan penganggaran, serta sebagai landasan
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
(PPAS-P), untuk penyusunan Rancangan Perubahan
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja daerah (Rancangan
P-APBD), diperlukan  Perubahan  Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah (P-RKPD) dalam menindaklanjuti
perubahan asumsi kerangka ekonomi kabupaten dan
kerangka pendanaan, serta penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA);

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RKPD dapat
diubah dalam hal terjadi perkembangan yang tidak



Mengingat

sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk

tahun berjalan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,

dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



6.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo Lamongan,

Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran

4



Menetapkan

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
94 );

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 — 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magetan Tahun (Lembaran Daerah Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2021 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021.



Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2021, merupakan perubahan terhadap
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2021, dikarenakan :

a. adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi
daerah yang menyebabkan perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah yang harus
diperhitungkan dalam tahun anggaran tahun 2021.

b. adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2020
yang harus diperhitungkan dalam tahun anggaran
2021.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2021 disusun dalam sistematika sebagai

berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Berjalan
Bab IIl : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Daerah

Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
Bab VI : Penutup

(3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2021,
selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.



Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2021 menjadi pedoman untuk menyusun
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal

BUPATI MAGETAN,
TTD.
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD.
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR

Pemgbina ngkat I}
NIP 19740206 200003 T 004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu
kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun
daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari
sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu
mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan tahapan
perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas
nasional dan provinsi.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan
perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan Nasional
diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD
dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343
ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun  berjalan menunjukkan adanya  ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan:

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. Target sasaran pembangunan Daerah;

c. Prioritas pembangunan Daerah;

d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat

Daerah;

e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Pasal 356 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara.

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD Kabupaten
Magetan tahun 2021 berjalan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi yang meliputi :

1. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal
daerah, dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun
sebelumnya.

2. Adanya penyesuaian pendapatan daerah, dari komponen Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah
yang juga harus dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan tahun
2021.

3. Penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah yang telah

dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2021.



4. Adanya penambahan/ penyesuaian arah kebijakan pembangunan
daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencukupi
permasalahan aktual Kabupaten Magetan tahun 2021.

5. Penyesuaian belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tupoksi agar tidak
terganggu.

6. Penyesuaian belanja daerah dalam rangka pengalokasian kembali sisa

anggaran tahun sebelumnya yang bersifat wajib dan mengikat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik Bangkalan-Mojokerto-
Surabaya-Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta
Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor S Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 94 );

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



Magetan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 89);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun
(Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita
Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 39);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan RKPD
tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan RKPD merupakan
RKPD induk yang diubah karena adanya perubahan asumsi-asumsi
penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun
penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara
diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan RKPD dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat

pada gambar berikut :

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RKPD DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA

Kabijakan Perubahan
Pemerintah kerangka
Pusat/ Prov. Ekonomi Daerah
tmarpenyusunm
man
RPJP pedol RPIM duabarkan RKPD pedoman 50N EV edoman | KUPA  |Pedoman || Perubahan
aerah %
Daerah |GV sy | & PPAS  |===3 APBD
Perubahan
acuan pedoman dijabarkan
RENSTRA acuan Perubahan | P | Perubahan | acuan Rincian
RENJAPD |[==>| RKAPD |=—=>| Perubahan
APBD

Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci
hubungan dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :



RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang
didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan
pembangunan daerah

Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan
beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi
penganggaran dan target kinerja

Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra
SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja
SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan
pagu anggaran

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar

dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4 Sistematika Penyajian

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rancangan Perubahan

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

TABEL 1.1
TABEL SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan

RKPD yang disertai dengan gambaran tentang
perubahan kerangka ekonomi daerah (gambaran
struktur perubahan APBD)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan | uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan

langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan
Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional,
maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen | hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain

yang relevan (Perubahan Renja SKPD, KUPA dan
PPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD)
beserta penjelasannya.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD | Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan

Perubahan RKPD

1.5 Maksud dan Tujuan Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Perubahan RKPD.




BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BERJALAN

Evaluasi Hasil RKPD sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan. (kompilasi hasil capaian target
kinerja RKPD dengan target RPJMD).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memberikan gambaran mengenai perubahan asumsi kemampuan keuangan daerah yang
meliputi Perubahan asumsi Pendapatan, Perubahan asumsi Belanja, dan Perubahan
asumsi Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan besar terhadap sasaran dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disajikan dalam bentuk matrikulasi
Perubahan sebelum dan ssudah disertai dengan indikator kinerja, target kinerja, lokasi,
sumber dana, dan pagu anggaran

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan
dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektivitas alokasi

berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah
untuk :

1. Pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD, dan selanjutnya
dibahas bersama anatara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

Pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021.
Acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan pembangunan daerah;




BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten
Magetan Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang
menjabarkan pelaksanaan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023.
Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai
dengan tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada

tahun 2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagai dokumen
rencana operasional pembangunan tahun 2021. Dalam rangka menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya
sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu
dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai acuan penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2021;

2. Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi landasan dalam penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021 serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) APBD
Tahun 2021, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-

ABPD) Tahun Anggaran 2021;

Selanjutnya, diharapkan dokumen ini dapat memberikan landasan
berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program

pembangunan di Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN
TTD.
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004




	Perbup perubahan RKPD 2021 EDIT SALINAN 1.pdf (p.1-7)
	Bab 1 EDIT.pdf (p.8-15)
	Bab 6 EDIT SALINAN.pdf (p.16)

